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BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKAS! DANA DESA SETIAFP DESA

DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,

_ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5} dan Pasal

99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014
tentang Desa, maka perlu diatur Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Alokasi Dana Desa sctiap Desa dalam Kabupaten

Lebong;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a di atas, perlu menctapkan Peraturan Bupati Lebong
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi
Dana Desa setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran

2020.

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2828);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4349);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Anlara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), scbagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perckonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
[El.gcé?bmn Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2019 Nomor



Menectapkan

12. Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesin Tahun 2015 Nomor 2036), scbagaimana telah diubah
dengan Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum Daecrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun ‘.'..?_DIB tentang
Pengelolnan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1611);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal, dan
Transmigrnsi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dann Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggnl, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang
Prioritas Penggunaan Dann Desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1700), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan  Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07 /2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor S00);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Transfer ke Dacrah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) danjfatau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

17. Peraturan Dacrah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2007
tentang Alokasi Dana Desa [Lembaran Daerah Kabupaten Lebong
Tahun 2007 Nomor 5);

18. Peraturan Dacrah Kabupaten Lebeng Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Dacrah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomer 10).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TATA CARA

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG
00, TAHUN ANGGARAN



o BAB I
/ KETENTUAN UMUM

Pasal 1

[:?!E:E:bp_:mtt‘:;ﬂndﬂu Dﬂtj. ini yang dimaksud dengan:
o PcrncFil:u ‘| HH alah Kabupaten Lebong.
Pl ntah ahupm?n adalah Pemerintah Kabupalen Lebong.
- Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Lebong.
5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat AD
diterima Kabupaten Lebong dalam Anggaran Pendapata
Kabupaten Lebong setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang discbut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyclenggara pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah tim yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat
Daerah terkait, yang bertugas melakukan pendampingan, pengendalian dan
M pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa;
) 9. Tim Pendamping Kecamatan adalah tim yang terdiri dari unsur perangkat
kecamatan yang bertugas melakukan pendampingan, pengendalian  dan
pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan;

D adalah dana perimbangan ynng
n dan Belanja Dacrah

BAB I1
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

(1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020,

(2) Pengalokasian ADD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempertimbangkan:
a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa: dan
b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, tingkat kesulitan geografis,

dan partisipasi masyarakat.
Pasal 3

(1) Jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b
ditentukan oleh Jumlah Penduduk berdasarkan data kependudukan dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong.

(2) Angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b
ditentukan oleh data penduduk miskin berdasarkan data dari Bidang Sosial
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong.

(3) Tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf b ditentukan oleh jarak desa ke ibukota kabupaten berdasarkan data dari
Badan Pusat Statistik.

(4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 a
ditentukan oleh realisasi Pajak Bumi dan Bangunan setiap dcg: tTfllml.:l-lugglg
berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.

(S) Bcs:rz::n ADD tiap desa ditentukan berdasarkan:

a. s merata adalah besarnya bagian dari ADD yang sama untuk seti
selanjutnya disebut Alokasi Dana ini g d?m_
| B o toman 60 % daxi ADD, Desa Minimal (ADDM) dengan nilai
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setinp desn ndaloh schagai berikul:

ten @ 60 % x ADD
A 5 ¥ Kabupnten

Rgz ﬁc;}pm“_m““' Kabupaten: 40 % x ADD K{:'uupalcﬂ

Rumus Perhitungan ADD Desa : ADDMinimal Desa + ADD Proporsional Desa
Rumus Fcrhltungnn ADD Minimal Desa : ADD Minimal Knbupaten dibagi
Jumiah desa penerima ADD

ﬁ:_ll;ﬂul;t tl::hitungnn ADD Proporsional Desa : Bobot Desa x ADD Proporsional
Rumus Perhitungan Bobol Desa :
BDx = al.Kvlx + a2 Kv2x + a3 Kv3ax +.eees + an.Kvnx
Keterangan :
BDx : Nilai Bobot Desa x
KV1x, KV2x,... KVnx dan
Seterusnya Desa x : Koefisicn Variable Pertama, Kedua
al, a2, ..an : Nilai bobot variable Pertama, Kedua dan sclerusnya
yang telah ditetapkan.

Rumus Perhitungan Koefisien Variable Desa x :
(1) KV Jumlah Penduduk :

Jumlah Penduduk Desa x

Jumlah Penduduk Desa se-Kabupaten
(2) KV Kemiskinan:

Jumlah Penduduk Mislan Desa x

Jumlah Penduduk Miskin Desa se-kabupaten
(3) KV Ketengangkauan:

Jarak Desa x ke Kabupaten

Jarak Seluruh Desa se-Kabupaten
(4) KV Partisipasi Masyarakat :

Jumlah Realisasi PBB Desa x

Jumlah Realisasi PBB Desa se- Kabupaten

ADD Minimal Kabupa

. Nilai Bobot Variabel sebagaimana tersebut di atas ditentukan scbagai berikut:

a. Variabel Jumlah Penduduk (al) :0,30

b. Vaniabel Kemiskinan (a2) :0,30

c¢. Variabel Keterjangkauan (a3) :0,20

d. Variabel Partisipasi Masyarakat (a4) :0,20

Pasal 4

Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Penge

Pasal 5

lolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun anggaran dihitung mulai 2 Januari 2020
sampai dengan 31 Desember 2020.

Pasal 6

Untuk kelancaran penyaluran dan pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim
Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan dengan Keputusan Bupati.
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BAB IIi

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pcmindahhukunn dari dari

Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
a. tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus);
:' Eﬂ“p :Il SEEEM 40% (empat puluh perseratus); dan
Y ap Il sebesar 40% (empat puluh perseratus).
Penyaluran Alokasi Dana pDcsE.}n tﬂhi:p [ dilakukan setelah E{r:ial;la , D:z;
menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa ply
ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:
a. Kecamatan
Permohonan Penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa,
Peraturan Desa tentang RPIJMDes;
Peraturan Desa tentang RKPDes 2020;
Peraturan Desa tentang APBDes EGEDFBD 5030
Keputusan Camat tentang Evaluasi A €S '
Kﬂgumsan Camat t:ntangg Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa; )
7. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan
Desa,;
8. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa;
9. Photocopy Buku Rekening Kas desa; )
10. Photocopy Rekening Koran Per 31 Januari 2020;
11, Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
12. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
13. Peraturan Desa tentang Laporan
Pelaksanaan APBDesa Tahun 2019,
14. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2020; dan
15. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2020.
b. Dinas PMD dan Sosial
Permohonan Penyaluran ADD Tahap 1 dari Kepala Desa;
Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan;
Peraturan Desa tentang RPJMDes;
Peraturan Desa tentang RKPDes 2020;
Peraturan Desa tentang APBDes 2020;
Keputusan Camat tentang Evaluasi APBDes 2020;
Keputusan Camat tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa;
Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan
Desa;
g. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa;
10. Photocopy Buku Rekening Kas desa;
11. Photocopy Rekening Koran Per 31 Januari 2020;
12. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
13. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;

G b L3

Pertanggungjawaban Realisasi

© NoOmE LN

14.Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan APBDesa Tahun 2019;
15. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2020;
16. Photo Copy NPWP Desa; dan

17, CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2020.
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//l‘ Rekomendasi Tim Fasilitasi Kab

(4) Penyaluran Alo

/

. padnn Keuangnn Daerah

Upaten;

2. Photo Copy Buku Rekening Kas Desn;

3. Pholo Copy NPWP:

4. Cheklist Berita A i ek
e dancara Pemeriksaan Persyaratan Penynluran ADD Tehap

S. Surat Pengantar Rekomendasi Penyaluran ADD Tahan | Tahun 2020.

kasi Dana Desa tahap Il dilakukan setelah Kepala D0

menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap 1l yang

C.

ditujukan kepada Bupati den
a.

A mel i aratan:
Kecamatsn gan melampirkan persy.

1. Permchonan Penyaluran ADD Tahap Il dari Kepala Desa;

2. Photocopy Buku Rekening Kas Desa;

3. Photocopy Rekening Koran Per 31 Maret 2020; _

';; B];?‘GCOFF KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;

. tar Inventaris Barang Milik Desa; .
6. Laporan ﬁﬁﬂﬂgﬂungiaiaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap I
7. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2020; dan

8. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2018.

Dinas PMD dan Sosial _

1. Permchonan Penyaluran ADD Tahap II dari Kepala Desa;

2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan;

3. Photocopy Buku Rekening Kas desa;

4. Photocopy Rekening Koran Per 31 Maret 2020; )

5. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;

6. Daftar Inventaris Barang Mihk Desa; ’
7. Laporan Fc:rtanggungjmﬁaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap 1;
8. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2020,

9. Photo Copy NPWP Desa; dan

10. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2018.

Badan Keuangan Daerah

Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten;

Photo Copy Buku Rekening Kas Desa;

Photo Copy NPWP;

Cheklist Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan Penyaluran ADD Tahap Il
Tahun 2020; dan

5. Surat Pengantar Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap Il Tahun 2020,

. G0 B

=.::--‘ (5) pgn}rﬂ]umn Alokasi Dana Desa tahap Il dilakukan setelah Kepala Desa

menyampai

yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:
a. Kecamatan

Permohonan Penyaluran ADD Tahap [Il dan Kepala Desa;
Photocopy Buku Rekening Kas desa;

Photocopy Rekening Koran Per 30 Juni 2020;

Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
Daftar Inventans Barang Milik Desa;

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap 1;
Rencana Delinitif Kegiatan 1 (satu) tahun; dan '
. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2020.
inas PMD dan Sosial

Permohonan Penyaluran ADD Tahap 111 dari .
Rekomendasi Tim Pendamping Kecaﬁnatan* i
Photocopy Buku Rekening Kas desa; :

Photocopy Rekening Koran Per Per 30 Juni 2020;

AWON-DORNOORDN-

kan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap 1l



E . Eh?l:m:{;p}r KTP K:pﬂlﬂ Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;

2. Jallar Inventaris Barang Milik Desa: I1;
rr" 7 Dol Pgnang.qungjnwguban R;:l‘i[:nﬂi Pelaksanaan APBDesa Tahap
Rencana Definitif Kegiatan 1 (satu) tahun;

9. Photo Copy NPWP Desa; dan
10. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2020.
c. Badan Keuangan Daerah
1. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupalen;
Photo Copy Buku Rekening Kas Desa;
Photo Copy NPWP;
Cheklist Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan

Sl ooy e Tahun 2020.
Surat Pengantar Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap 11l T4

PON

penyaluran ADD Tahap

e

BAB IV
TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

: Desa bersama
(1) Pencairan ADD dari rekening kas desa dilaksanakan oleh Kepala

N Bendahara Desa . A
b : - : uaikan dengan
3 (2) Besaran Dana yang dicairkan dari rekening kas desa dises

Kebutuhan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

BABV
SANKSI

Pasal 9

(1} Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal kepala desa tidak menyampaikan
APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan P.DD_ s:hc]umny?.. _—

(2) Penundaan sebagaimana ayat (1) _dﬂakukan sampai dengan disampaikanny
APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan FL];ID scbclumny'a.

(3] Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal di temukan Sisa ADD yang
melebihi 30% (tiga puluh per geratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.

Pasal 10

A
»

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Alokasi Dana D:;:sa dalam hal
setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), masih terdapat sisa Alokasi
Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen)

(2) Pemotongan Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya

Pasal 11

(1) Sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3)
serta pemotongan ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah
mendapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah,
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BAB VI
HKETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Nomor 4 Tahun
ana Desa Scuap
dak berlalu.

eraturan Bupati
Rincian Alokasi D
t dan dinyatakan t

D

zggg,a ln berlakunya peraturan Bupati ini maka P

Desa r;:;l;ﬂmng Tata Cara Pembagian dan Petietapds
Kabupaten Lebong Tahun 2020 dicabu

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.
Ditetapkan di Tubei
2020

pada tanggal 2 Juli

ﬂEU'PATI mﬂune,?ﬁ

%

{/ H. RO$JONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2 Juli 2020

9 1. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 32
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Lampiran :

Peraturan Bupati
Nomor :

Lebong

32 Tahun 2020

Tanggal : 2 Juli 2020

RINCIAN ALOKASI DANA DESA
UNTUK SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2020

=2

R T

LAH
e PAGU ADD SEBELUM Pﬂ“:ﬂ’fﬁ
. NAMA DESA PERUBAHAN (Rp)
(Rp) JR A
) _ ]
(1) 2) (3) L
EECAMATAN LEBONG
UTARA — 126.463
1| GANDUNG Rp. 466.622.600 ke 363
2 [ TUNGGANG Rp. 552.767.500 Ao 451.170.263
3 [TALANG ULU Rp. 499.666.400 RP- 374.908.463
4 | NANGAI AMEN Rp. 423.404.600 Ro 519.660.263
5 | LEBONG TAMBANG Rp. 568.156.400 o 486.935.363
6 | LADANG PALEMBANG Rp. 535.431.500 R e 564 063
7 | KAMPUNG DALAM Rp. 366.060.208 RPL 450.613.863
8 | KAMPUNG MUARA AMAN Rp. 499.110.000 R 348.029.063
0 | LOKASARI Rp. 396.525.200 p. 348.029.063
00 Rp. 356.625.
10 | GANDUNG BARU Rp.405.122.1
KECAMATAN LEBONG
ATAS Rp. 363.385.263
11 | SURALRAYD N e TI0.700 Rp. 442.274.563
12 | TIK TEBING e 255000 Rp. 415.759.763
13 | TABEAK BLAU Rp. 464.255.
LAU | Rp. 438.691,500 Rp. 390.195.363
12 | TABEARD 8.494.000 Rp. 469.997.863
15 | DANEU Rp.S18.4 2
16 | BLAU Rp. 467.792.300 Rp. 419.296.163
KECAMATAN LEBONG
17 ENJUHG BUNGAI | Rp. 500.459.200 Rp .451.963.063
18 SEMELAKO 1 Rp. 506.747.700 Rp .458.251.563
19 | PAGAR AGUNG Rp. 478.062.500 Rp. 429.566.363
20 | KARANG ANYAR Rp. 425.038.000 Rp. 376.541.863
51 | SEMELAKO 1I Rp. 473.434.800 Rp. 424.938.663
92 | SEMELAKO Il Rp. 458.137.600 Rp 409.641.463
23 | SEMELAKO ATAS Rp. 498,986,800 Rp. 450.490.663
24 | DANAU LIANG Rp. 457.417.800 Rp .408.921.663
25 | SUKA DAMAI Rp. 494.786.000 Rp 446.289.863
26 | TANJUNG BUNGAI 11 Rp. 488.737.400 Rp 440.241.263
KECAMATAN LEBONG
SELATAN
27 | KUTAI DONOK Rp. 484.806.000 Rp. 436.309.863
28 | TURAN TIGING Rp. 446.908.500 Rp. 398.412.363
29 | SUKA SARI Rp. 494,859.100 Rp. 446.362.963
Stil MGKURRJD Kp. 568.099.900 Rp. 519.603.763
32 HhHHE]NEI.ﬂ{U gpv 492.766.800 Rp. 444.270.663
p. 489.244,300 Rp. 440.748.163




e

P—_'

,-f"'"'.-.;-_hh_,_
KECAMATAN RIMBO B
~a=—| PENGADANG
*4‘@...&'1‘m.'.wn RATAU F—""m{_‘_ﬁi
39 R oot Rp. 524.541.300] NP oroe 63
| BIOA SENGOK TRY YT Rp. 636.64% .22
35 T Rp. 685,140,500 |  Kp-© 3.363
—2 | TIK = 400.21
—— KUTO R _______Eﬂ____ 2
36 T p. 448.709.500 369.314.863 |
37 T LUK DIEN Rp.517.811.000 | RP-2roites
— g&nmn Rp. 487.210.600 |  SP—==—"""""
b TOPOS ‘ =T a7 263 |
d - 71.877.263 ]
38 TIK SIRONG Rp. 520,373.400 —-———EP“ETﬁ?mﬁ.u&a
39| SUKA NEGERI Rp.561.432.200 | BB-2 0oonraes
~40 [ AJAISIANG Rp.458.869.0001 P ort00°663
41| TALANG DONOK Rp. 453.795.800 | Rp. 433.620.963 |
| 42 | TALANG DONOK 1 Rp. 452.1_12-_1.’3'_1—;—*52__&?@90.663
43| TALANG BARU | Rp.524.886.800 | P Ses
44 | TALANG BARU [I Rp 476.173.700] AP 2===mm=
KECAMATAN BINGIN .
- KUHBE =5 =53.000 | _ Rp. 512.[}0?%
45 | KARANG DAPO ATAS :P- 595 758.000 | _ Rp. 34?.2&1.963
46_| BUKIT NIBUNG p- 291.047.100 Rp. 442.550.
47 | KARANG DAPO BAWAH Rp. 491. 50 Rp, 594.8676.963
48 | PUNGGUK PEDARQ Rp. “3‘32‘31@ Rp. 360.466.263
49 | TALANG KERINCI AP 41:"452'500 Rp. 374.950.363
50 | PELABUHAN TALANG LIAK Rp. 423.452.500 Rp. 550.604.963
751 | TALANG LIAK | Rp. 599.101. Rp 477.860.763
52 | TALANG LIAK I Eﬁ' gfg‘g?j"ggg Rp. 467.555.363
53 | BUNGIN . 91052
KECAMATAN LEBONG
SAKTI Rp. 479.855.563
Rp. 528.351.700 p
= ﬂ“ﬂ“ﬁ?ﬁﬂ?ﬁ'&“ l R;. 413.547.900 Rp. 355-‘3’{:_;-;23
—gg UJUNG TANJUNG 1l Rp. 589.370.400 Rp. Egg‘nm"rﬁa
G TANJUNG 1l Rp. 430.500.900 Rp. 382.004.
57 ] UJLING Rp. 466.307.800 Rp. 417.811.663
BARU D
| 58 [ MAGELANG Rp. 479.662.200 Rp. 431.166.063
| 59 LEMEUKFIQUH Rp. 410.182.900 Rp. 361.686.763
= TABEAH DIPOA Rp. 414.976.200 Rp. 366.480.063
E‘é gﬁ?{ﬁﬁﬂum Rp. 455.300.600 Rp. 406.804.463 |
6
CAMATAN PELABAI
S AU DATANG Rp. 596.843,900 Rp. 548,347,763
63 15 NG Rp. 427.898.500 Rp. 379.402.363
64 | SUKAU DATA 8.164.700 Rp. 429.668.563
65 | GUNUNG ALAM Rp. 478.164. . 429.668.
66 | TABEAK BLAU Il Rp. 386.842.600 Rp. 338.346.463
67 | KOTA BARU SANTAN Rp. 430.404.400 Rp. 381.908.263
=5 | TIK TELEU Rp. 424.905.100 Rp. 376.408.963
co | PELABAI Rp_481.409.800 Rp. 432.913.663
KECAMATAN AMEN
70 | NANGAI TAYAU Rp.451.372.200 Rp. 402.876.063
71 | NANGAI TAYAU | Rp. 422.047.900 Rp. 373.551.763
72 | PYANG MBIK Rp. 465.073.900 Rp. 416.577.763
73 | SUKAU MERGO Rp. 458.145.500 Rp. 409.649.363
74 | SUKAU RAJO Rp. 401.662.700 Rp. 353.166.563
75 | TALANG BUNUT Rp. 433.728.100 Rp. 385.231.963
76 | SELEBAR JAYA Rp. 399.432.300 Rp. 350.936.163
77 | GARUT Rp. 480.250.300 Rp.431.754.163
78 | SUNGAI GERONG

Rp. 428.289.500

Rp. 379.793.363
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| XECAMATAN URAM JAYA

 EMBONG

Rp. 388.904.300

 EMBONG 1

Rp. 375.760.100

 KOTA BARU

Rp. 365.209.800

- e
— Rp.327.203.963
Rp. 316.713.663

 KOTA AGUNG

Rp. 447.087.000

| LEMEU

Rp. 530.407.200 |

| PANGKALAN

Rp. 386.944.000

481.911.063

| Rp. 4B
Rp. 33B.447.863

| TANGUA

Rp. 336.415.763

KECAMATAN PINANG
| BELAPIS

Rp. 384.911.900

 KETENONG T

Rp. 412.549.863

| KETENONG 11

Rp.461.046.000

B Rp. 387.850.163

 KETENONG JAYA

Rp.436.346.300

Rp. 432.122.363

| TAMBANG SAWEAK

Rp.480.618.500

Rp. 423.344.763

AIR KOPRAS

Rp.471.840.900

Rp. 506.049.563

BIOA PUTIAK

Rp.554.545.700

Rp. 373.485.863

SEBELAT

Rp.421.082.000

Rp. 371.405.463

IR REE

SUNGAI LISAI

Rp.419.901.600
Rp.435.497.500

Rp. 387.001.363

TOTAL

Rp. 43,895.616.900,-

RP- 39-33 51 4761.20“,-
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